PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671974 — 671161 PS. 201 - 205
SITUBONDO 68312

B e
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188.4/ 09 /431.213.1/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 5 ayat 1
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo :

b. Bahwa penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Situbondo ;

c. Bahwa berdasarkan perubahan RPJMD 2016-2021 dan
Renstra  2016-2021, perlu ditetapkan perubahan
Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730) ;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan
Indikator  Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA  DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaiman tercantum
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, meyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

KETIGA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan
mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tangga

Situbondo

W‘Utama Muda
10550607 199403 1 014
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